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A. Latar Belakang Penelitian
	Fenomena di penghujung akhir abad kedua puluh ditandai oleh tiga perkembangan historis yang telah mengubah politik dunia, yaitu menyebarnya demokrasi, ambruknya Uni Soviet dan berkahirnya perang dingin. Fenomena yang saling berkaitan erat ini mengubah kerangka hubungan internasional serta situasi politik domestik di banyak negara.
	Runtuhnya komunisme yang ditandai oleh terpecahnya USSR menjadi 13 negara, menyebabkan kubu kapitalisme yang dipimpin oleh AS menjadi pemenang dalam pertarungan perang dingin. Bahkan Francis Fukuyama menyatakan bahwa dalam komunisme maupun otoritarian telah menjadi sebuah kebangkrutan ide-ide serius yang mampu menopang kelangsungan hidup kohesi politis internal dan pemerintahan-pemerintahan yang kuat, baik yang didasarkan partai-partai monopolitik, junta-junta militer, atau kediktatoran personal. Ketidakhadiran otoritas yang di legitimasi memiliki arti bahwa ketika suatu pemerintahan otoritarian bertemu dengan kegagalan dalam beberapa wilayah kebijakan tidak ada prinsip yang lebih tinggi yang dapat diserukan rezim itu. Kelemahan negara-negara otoritarian terletak pada kegagalan mereka untuk mengontrol masyarakat sipil.​[1]​
	Berakhirnya perang dingin yang teriringi dengan menyebarnya demokratisasi juga berarti terjadi penurunan ancaman dari luar yang akan dihadapi oleh banyak negara di dunia. Karenanya, baik itu demokrasi yang lama maupun yang baru harus mendefinisikan kembali peran dan misi dari militer mereka. Hal ini mengandung masalah spesifik bagi negara demokrasi baru yang kecil, khususnya bagi negara di mana pihak militer telah memainkan peran keamanan internal dan eksternal.
	Sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, hubungan bilateral Australia-Indonesia tidak pernah stabil dan selalu ditandai oleh pasang surut. Keharmonisan hubungan kedua negara diawali sejak pemerintah Australia menyatakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hubungan ini berubah karena pergantian pemerintah di Australia tahun 1949 dan mencapai titik terendah ketika Indonesia menyatukan Papua kedalam wilayah kekuasaan RI serta akibat gerakan konfrontasi terhadap Malaysia di tahun 60-an.
	Ketegangan hubungan kedua negara ketika masa pemerintahan Sukarno, mereda ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, akan tetapi hubungan tersebut tetap dibayang-bayangi sejumlah masalah. Yang paling utama adalah masalah aneksasi Timor Timur (sekarang disebut the Democratic Republic of Timor Leste) dan liputan media Australia yang kerapkali menyoroti masalah bisnis keluarga Suharto, TNI dan masalah Timor Timur.
	Sejak akhir tahun 1980-an, upaya kedua pemerintah, meningkatkan penetrasi ekonomi Australia ke kawasan Asia, serta tekad pemerintah Indonesia untuk memperluas hubungan internasionalnya melampaui ASEAN, telah mendorong perluasan hubungan Australia-Indonesia. Dominasi isu politik keamanan dalam era perang dingin, digeser dan diperluas oleh berbagai isu mulai dari perdagangan dan investasi, serta kontak antar kedua mayarakat melalui turisme, kesempatan belajar, maupun pertukaran budaya. Intensitas hubungan kedua pemerintah pada masa ini dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan antara kedua negara, pertemuan regular tingkat pemerintah dari pejabat dari kedua belah pihak sampai pada penandatanganan perjanjian-perjanjaian atau kesepakatan penting. Di antaranya, perjanjian Celah Timor dan Traktat Batas Maritim masing-masing ditandatangani tahun 1995 dan tahun 1997. Tekad kedua pemerintah untuk memperluas kerjasama bilateral, juga tampak lewat peresmian AIDA (Australia-Indonesia Development Area) yang diluncurkan di Ambon pada tanggal 24 April 1997 oleh Menteri Luar Negeri Alexander Downer dan Menteri Perindutrian dan Perdagangan, Dr. Hartarto. Meskipun diwarnai tanggapan yang beragam dari publik kedua belah pihak, penandatanganan perjanjian Pemeliharaan Keamanan tahun 1995, dapat dikatakan merupakan salah satu wujud keharmonisan hubungan kedua pemerintah, yang kemudian merosot secara drastis.​[2]​ 
	Sejak merosotnya hubungan bilateral akibat keterlibatan Australia dalam kasus Timor Timur, berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua pemerintah untuk memperbaiki hubungan tersebut, namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil mengangkat kualitas hubungan ke tingkat intensitas semula. Upaya pemulihan hubungan dilakukan lewat penyelenggaraan serangkaian kunjungan maupun pertemuan yang bersifat resiprokal, seperti kunjungan mantan Presiden Abdurachman Wahid ke Australia (Juni 2001), setelah sebelumnya didahului oleh Indonesia-Australia Ministerial Forum VI dan Pertemuan tingkat Menteri dari AIDA IV di Canberra (Desember 2000), yang mana delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, PM Howard juga membalas dukungan persahabatan mantan Presiden Wahid dengan menandatangani Joint-Communique bersama Presiden Megawati pada tanggal 13 Agustus 2001 di Jakarta.
	Krisis ekonomi Asia, perluasan serta ketidakefektifan ASEAN, kevakuman kepemimpinan di kawasan akibat lengsernya mantan presiden Soeharto, krisis ekonomi dan politik Indonesia yang berkepanjangan serta gejolak konflik etnis dan gerakan separatis di kawasan Pasifik diantisipasi oleh pemerintah Australia akan menimbulkan instabilitas di kawasan langsung yang dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional mereka.
	Pemerintah Australia juga mengidentifikasi bentuk ancaman non-tradisional (non-militer) yang bakal muncul akibat isu-isu keamanan lingkungan dan perlunya kemampuan pertahanan/keamanan yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Antisipasi ancaman keamanan lingkungan ini mendorong Australia merumuskan ulang kebijakan pertahanan mereka dalam Buku Putih Kebijakan Pertahanan Australia 2000, Our Future Defence.  
	Buku Putih Kebijakan Pertahanan yang diluncurkan tanggal 6 Desember 2000 ini, memuat rencana peningkatan anggaran pertahanan yang substansial, perencanaan pengembangan industri pertahanan serta kapabilitas pertahanan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, serta mengidentifikasi lingkungan strategis maupun lingkungan rawan yang perlu diamankan maupun bentuk ancaman yang bakal dihadapi. Release yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Australia sehubungan dengan peluncuran buku tersebut meyatakan sebagai berikut: “If (the White Paper) reflects the Government’s response to Australia’s changing strategic circumstances. …One of the Key differences between this white paper and its predessors is the fact that the Federal Government’s long term funding commitment is specifically tied to a Defence Capability Plan. This will enable Defence to maintain a balanced force, ready to deploy at short notice and able to present the Government with a wider range of options. The Capability Plan also will enable us to make important contributions to the security of our region.”​[3]​
	Pembentukan kekuatan tempur yang siap pakai dan dapat digunakan untuk mengamankan kawasan, merupakan prioritas pemberdayaan sektor pertahanan Australia. Cuplikan release di atas secara tidak langsung menyampaikan perubahan kebijakan pertahanan yang melegitimasi intervensi ke negara tetangga dengan alasan keamanan. 
	Peristiwa 11 September 2001, yang diikuti dengan aksi global anti teror yang dimobilisasi AS, memicu munculnya aliansi-aliansi kekuatan baru. Australia memanfaatkan peristiwa 11 September ini untuk menghidupkan serta meningkatkan mekanisme kerjasama pertahanan/keamanan serta intelijen dengan AS (dan negara-negara persemakmuran Inggris lainnya) yang telah ada sejak masa perang Dunia II. Perdana Menteri Australia I yang mengaktifkan perjanjian ANZUS, mendukung invasi Afghanistan dan Irak serta yang terakhir, merelakan Pine Gap sebagai bagian dari proyek TMD (Theater Missile Defense) AS.
	Sexing it Up​[4]​ mengupas dengan lugas perihal harmoni kerjasama antara AS, Inggris dan Australia dalam  membangun diskursus lewat media massa dan pernyataan-pernyataan politik tentang pentingnya menginvasi Irak dan menggulingkan Saddam dalam rangka memerangi terorisme. Barker bahkan menyatakan bahwa keinginan Australia untuk mendekatkan diri dengan AS sebagai faktor utama dalam mendukung setiap langkah politik luar negeri AS setelah tragedi 11 September 2001. Keterlibatan Australia dalam invasi Irak semata-mata didasari oleh data intelijen dari Inggris dan AS yang sudah di ‘sex up’, bukan didasari oleh rekomendasi intelijen Australia. Selanjutnya data intelijen perolehan dari Inggris dan AS ini di ‘sex up’ kembali untuk memenuhi agenda PM dan para menterinya.
	Di samping data intelijen yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka, peristiwa pemboman Bali 12 Oktober 2002 merupakan momentum lain yang digunakan untuk mereposisi diri di kawasan dan di lingkungan internasional. Peristiwa Bali mengukuhkan diskursus terorisme dan menjadikan Australia sebagai korban tindak teroris di luar wilayah kedaulatannya. Lewat peristiwa ini, ancaman atas kepentingan Australia bukan hanya terbatas terhadap kedaulatan atau keamanan nasional, melainkan juga terhadap kepentingan Australia di luar negeri. Tanpa menunggu investigasi dimulai, pejabat tinggi dan media Australia​[5]​ langsung mengambil peristiwa bom Bali sebagai babak kedua dari aksi teror kelompok Al-Qaeda dan membangun diskursus Jemaah Islamiyah, yang terkait dengan Al-Qaeda, sebagai pelaku dari peledakan di Kuta, Bali tersebut.
	Merespon kedua peristiwa di atas, pemerintah Australia meluncurkan Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan, Advancing the National Interest, serta Buku Putih Kebijakan Pertahanan, Australia’s National Security: A Defence Update 2003 yang memuat reposisi Australia di kawasan serta di lingkungan Internasional.
	Kedua buku putih tersebut bukan hanya menggarisbawahi semakin terintegrasinya kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan AS, melainkan juga mengukuhkan keterkaitan Jemaah Islamiyah dengan  Al-Qaeda sehingga kejahatan teroris di Bali dinyatakan sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional Al-Qaeda, yang dituduh menjadi pelaku peristiwa serangan 11 September 2001. Pernyataan tersebut dibakukan lewat kedua buku putih tersebut, meskipun Omar Al-Faruq, yang menyatakan keterkaitan Hambali dengan Jemaah Islamiyah dan dengan Al-Qaeda, serta Hambali yang dituduh sebagai perencana peledakan Bali dan tertangkap di Thailand, belum sempat diinterogasi oleh pejabat kepolisian Indonesia dan belum diadili secara terbuka, karena keduanya berada dalam tawanan AS.
	Perkembangan terakhir di Irak memperlihatkan bahwa senjata pemusnah massal, yang dijadikan pretext untuk melakukan invasi, tidak ditemukan, Sadam Husein telah tertangkap dekat Tikrit, namun resistensi terhadap AS meningkat dan perang gerilya memakan semakin banyak korban, termasuk prajurit AS. Masuknya pasukan Koalisi, jatuhnya Baghdad dan dikuasainya Irak, dan digulingkannya Sadam malah semakin menjauhkan rakyat Irak dari prospek “liberalisasi dan demokrasi” yang dijanjikan AS.
	Kegagalan moral serangan Afghanistan serta invasi Irak tampaknya tidak akan berdampak pada manuver-manuver yang akan terus dilakukan oleh AS dan koalisi historis mereka untuk membekuk teroris dan memburu senjata pemusnah massal. Baik pemerintah AS maupun Australia, sehingga Australia meluncurkan atau mengamandemen sejumlah UU yang terkait dengan  intelijen dan pertahanan/keamanan untuk memperluas wewenang aparat keamanan mereka dalam merespon terorisme, termasuk meresmikan proyek Theater Missile defence (TMD).​[6]​
	Pemerintah Australia antara lain mengamandemen Australian Security Intelligence Organization Act, Border Security Legislation Act, Telecommunication Interception Legislation Amandment Act, meresmikan National Counter-Terrorism Committee, National Threat Assesment Centre, melakukan reshuffle kabinet dan menaruh pejabat-pejabat pendukung partai Koalisi di posisi strategis  yang terkait dengan keamanan /pertahanan.
	Selanjutnya, manifesto politik luar negeri Australia pasca era perang Dingin lewat peluncuran kedua buku putih kebijakan luar negeri dan pertahanan tersebut, dianggap memberikan legitimasi bagi tindakan unilateral dan bagi doktrin ‘a failed/failing or weak state’ yang diadopsi sebagai dasar untuk melakukan intervensi ke Solomon Islands.
	Pola “the coalition of the willing” versi invasi Irak digunakan Australia untuk memimpin “cooperative intervention” ke Solomon Islands pada tanggal 26 Juni 2003. Australia juga sedang merencanakan ‘intervensi sipil’ dalam rangka  membenahi  perekonomian dan birokrasi Papua New Guinea (PNG) dengan mengirim 200 pejabat sipil serta personil Australian Federal Police ke PNG untuk menduduki jabatan-jabatan di lembaga audit, perencanaan dan keuangan di negara terbesar di lingkungan PIF tersebut.​[7]​
	Dalam pertemuan tahunan Pacific Islands Forum (PIF) pada bulan Agustus 2003 yang lalu, PM John Howard melakukan manuver dan berhasil mendudukan Greg Urwin, diplomat karir Australia sebagai Sekretaris Jenderal PIF mulai Januari 2004.​[8]​ Urwin akan menggantikan W. Noel Levi, diplomat karir serta mantan menteri luar negeri PNG, yang akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Sekjen PIF pada akhir tahun 2003. Manuver ini cukup kontroversial karena sejak keberadaannya selama tiga dekade sebagai organisasi subregional di kawasan Pasifik Selatan, PIF selalu dipimpin oleh putra asli Melanesia.
	Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan penulis ketengahkan dalam penelitian ini yaitu hubungan bilateral antara Indonesia-Australia dalam konteks kawasan Asia Pasifik yang bertumpu pada core subject: Politik Internasional dan Politik luar negeri.
	Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul skripsi: HUBUNGAN BILATERAL RI-AUSTRALIA DAN KAITANNYA DENGAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA PASIFIK.

B. Identifikasi Masalah
	Berdasarkan pengamatan atas perkembangan isu-isu di atas serta sejarah hubungan bilateral Indonesia-Australia, setidaknya dapat dirumuskan tiga hal yang mengemuka sehubungan dengan prospek hubungan kedua negara di tengah realitas politik lingkungan global dan regional yang sedang berlangsung dewasa ini.
	Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1.	Bagaimana perubahan kebijakan dan pendekatan Australia terhadap kawasan Asia Pasifik dan terutama terhadap Indonesia?
2.	Apa saja isu-isu dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia?
3.	Bagaimana hubungan kedua negara yang disesuaikan dengan prioritas kepentingan nasional masing-masing terhadap kawasan Asia Pasifik?

1.	Pembatasan Masalah
	Karena luasnya permasalahan, penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan pada hubungan Indonesia dan Australia dalam konteks stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik.
2.	Perumusan Masalah
	Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana hubungan strategis Indonesia-Australia dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian:
a.	Untuk mengetahui bagaimana perubahan kebijakan dan pendekatan Australia terhadap kawasan Asia Pasifik dan terutama terhadap Indonesia.
b.	Untuk mengetahui apa saja isu-isu dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia.
c.	Untuk mengetahui bagaimana hubungan kedua negara yang disesuaikan dengan prioritas kepentingan nasional masing-masing terhadap kawasan Asia Pasifik.

2. Kegunaan Penelitian:
a.	Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemempuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.
b.	Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
c.	Untuk memenuhi salah satu syarat akadaemik dalam menempuh ujian strata -1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
1.	Kerangka Pemikiran
Di dalam pergaulan internasional setiap negara tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antar negara yang melintasi batas negara dimana setiap negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan negara lain, juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Untuk itu diperlukannya hubungan yang komprehensif dimana memiliki tingkat kesepahaman antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena hubungan tersebut sangat kompleks dimana setiap segi dari hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana, karena bangsa lain juga memiliki kadaulatan. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain bisa menimbulkan konflik karena pada umumnya setiap negara yang terlibat dalam menjalin hubungan mempunyai kepentingan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing negara. Terlibatnya suatu negara dalam masalah didasarkan apabila negara tersebut mempunyai hubungan secara historis dengan negara yang sedang mempunyai konflik dan juga negara tersebut mempunyai kepentingan nasional. Hubungan internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan konflik (conflict) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.
Definisi dari Hubungan Internasional juga dikemukakan oleh KJ. Holsti dalam buku Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda sebagai berikut:
“Istilah Hubungan Internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.​[9]​

	Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir. Untuk itu masalah internasional tidak mungkin begitu saja meninggalkan sistem internasional. KJ. Holsti mengemukakan sistem internasional dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda:
“Sistem Internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara, kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses  yang teratur, para pengkaji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik perilaku unit politik tersebut satu sama lain dengan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya”.​[10]​

Untuk mempertajam tentang pemaknaan dari Politik Internasional, J.C Johari dalam bukunya International Relation and Politics sebagai berikut:
“Politik Internasional merupakan salah satu kajian yang penting dalam studi hubungan internasional dan negara sebagai pelaku, berinteraksi dalam suatu sistem internasional, politik internasional perduli akan perdamaian, power atau dengan kata lain politik internasional lebih menitikberatkan pada sisi konflik dari suatu negara sebagai aktor yang berdaulat”.​[11]​
	
	Politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kepentingan nasional merupakan salah satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar negeri. Cina mempunyai kebijakan politik luar negeri dimana Cina dalam hal ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negerinya untuk menguatkan unsur domestiknya khususnya pada pertahanan dan keamanan juga ekonomi. Dalam hal ini Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan arti dari kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu”.​[12]​
	Sedangkan menurut Paul Scabury dalam bukunya Power, Freedom and Diplomacy yang dikutip oleh KJ. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis bahwa yang dimaksud tujuan nasional, adalah:
“Istilah tujuan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita atau tujuan suatu bangsa....... yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, bahwa pengertian ini merupakan konsep umum tujuan nasional dan bersifat normatif. Pengertian lain yang bersifat deskriptif tujuan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah”.​[13]​

	Perkembangan keadaan internasional akan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara baik itu kebijakan politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dari uraian di atas, jelas bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan dasar bagi posisi dan sikap masing-masing negara atau kelompok-kelompok negara dalam Hubungan Internasional mereka.
	Untuk menciptakan perdamaian diperlukan sarana diplomasi, karena diplomasi merupakan teori dalam Hubungan Internasional dalam penyelesaian masalah sehingga dapat tercipta kesepahaman. Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politik Antarbangsa, bahwa:
“Diplomasi ialah bentuk-bentuk dan cara-cara untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan dalam hubungan internasional dengan menggunakan kecerdasan dan kelincahan berkenaan dengan pelaksanaan hubungan resmi pemerintah dari negara-negara berdaulat” (1991:153).​[14]​

	Di dalam pembicaraan sehari-hari, diplomasi mempunyai arti yang berbeda-beda. Praktik diplomasi mensyaratkan adanya batasan dari kebijakan luar negeri. Kebijakan semacam itu dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti geografi, kebutuhan ekonomi dan sumber daya, strategi dan keperluan pertahanan, adanya persekutuan dengan negara lain, dan lain sebagainya.​[15]​ Sedangkan menurut Sir Victor Wellesley dalam bukunya Diplomacy in Fetters, yang dikutip oleh Sumaryono Suryokusumo dalam bukunya Praktik Diplomasi, bahwa:
“Diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan startegi, diplomasi, dan taktik”.​[16]​

	Dalam pelaksanaannya setiap negara memerlukan kerjasama, karena setiap negara tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan stabilitas keamanan. Karena pada hakekatnya kerjasama untuk menciptakan tujuan bersama. Teuku May Rudy dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional mengenai kerjasama internasional, bahwa:
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati berasama, baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berada” (1993:3).

Adapun pengertian kawasan menurut Louis J. Cantory dan Steven L. Spiegel dalam bukunya The International Politics of Region yang dikutip T. May Rudy dalam bukunya Studi Kawasan Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia sebagai berikut:
“Kawasan dapat diartikan suatu wilayah di dunia, dimana terdapat kedekatan negara secara geografis, aktifitas anggota kawasan (baik kerjasama ataupun pertentangan) menjadi suatu hal yang menentukan kebijakan luar negeri masing-masing kawasan tertentu mungkin mempunyai kemampuan ekstra regional. Prioritas utama keterlibatan dalam hubungan luar negeri adalah dengan kawasan yang ditempatinya. Dalam kondisi normal mereka tidak dapat mencapai keberhasilan dimanapun tempat mereka meraih dan mempertahankan posisi permanen di wilayah mereka sendiri”(dalam terjemahan).​[17]​

	Sedangkan pengertian keamanan nasional menurut Lawrence Ziring dalam bukunya International Relation: A Political Dictionary yang diterjemahkan oleh T. May Rudy dalam bukunya Studi Strategis; Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin sebagai berikut:
“Keamanan nasional adalah pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi, dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koersif yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingan-kepentingannya”.​[18]​

	Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politik AntarBangsa, menyatakan:
“Masalah keamanan bukan lagi urusan negara sendiri-sendiri yang harus ditanggulangi dengan persenjataan dan beberapa unsur lain dari kekuatan nasional. Keamanan menjadi urusan semua negara yang akan memelihara bersama keamanan setiap negara, seperti seandainya keamanan sendiri sedang terancam”.​[19]​

	Krisis ekonomi Asia dan lengsernya presiden Soeharto sudah diantisipasi oleh banyak pengamat Australia akan menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi di Indonesia, yang pada gilirannya akan berdampak bagi Australia. Dalam “Crisis in Indonesia: Economy, Society and Politics”, Sherlock menulis dampak dari krisis Indonesia bagi perekonomian maupun keamanan Australia sebagai berikut:
“As one of Australia’s closet neighbours, the political and economic fate of Indonesia was always going to be of direct relevance for Australia. This underlying reality has become even more obvious, given the rapid expansion in the links between Australia and Indonesia over the last decade Indonesia’s economic problems have meant a sudden drying up of opportunities for the growing number of Australian businesses operating in Indonesia and the growth in trade is likely to slump and may even register an absolute decrease over the next year or so. Inbound tourism has already been affected and the number of Indonesian’s studying in Australia is certain to decrease.”​[20]​

	Kecenderungan dunia pasca perang Dingin diwarnai oleh munculnya isu-isu keamanan non-konvensional, di samping isu-isu keamanan konvensional. Kompleksitas keamanan global semakin bertambah bukan saja akibat munculnya keamanan non-konvensional diatas, melainkan juga oleh upaya pengukuhan dan perluasan hegemoni melalui penguatan aliansi lama serta pembentukan aliansi baru, pengembangan kemampuan militer, keunggulan teknologi maupun keunggulan ekonomi.
	Fenomena ini tampak mengemuka apabila kita secara khusus memeriksa pendekatan Australia terhadap kawasan dan terhadap Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Krisis ekonomi Asia serta reformasi politik dan ekonomi negara-negara ASEAN maupun kevakuman kepemimpinan kawasan akibat pergantian kekuasaan di Indonesia, dipandang akan menimbulkan banyak ancaman konvensional serta melemahkan kemampuan kawasan secara langsung, khususnya Indonesia untuk merespon ancaman tersebut.
	Pendekatan keamanan merupakan kunci dalam menjalankan politik luar negeri Australia sejak masa kolonial hingga era perang Dingin. Masa pasca perang Dingin sempat merubah pendekatan tersebut karena fokus perhatian dunia juga beralih ke arah kesamaan kepentingan dan kekuatan ekonomi sebagai dasar membina hubungan internasional.​[21]​
	Peristiwa 11 September 2001 dan pemboman Bali 12 Oktober 2002 bukan hanya membawa sejumlah implikasi bagi dinamika hubungan internasional dan memunculkan bentuk-bentuk aliansi baru, tetapi juga memicu konservatisme Australia kembali ke era sebelum perang Dingin dan mendorong Australia mengadopsi kembali pendekatan keamanan sebagai paradigma dalam membina hubungan dengan kawasan langsung maupun tidak langsung, serta dengan Indonesia.
	Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Australia sehubungan dengan serangan 11 September 2001, tindakan unilateral AS terhadap Afghanistan dan Irak, kasus imigran gelap/penyelundupan manusia, kasus bom Bali, termasuk peledakan hotel JW Mariott menggarisbawahi dominannya pendekatan pertahanan keamanan. Kecenderungan ini tidak menyurut meskipun justifikasi moral dari aksi global ini terus dipertanyakan. Beralihnya sasaran perburuan senjata pemusnah massal dari Irak ke Korea Utara, Suriah dan Iran serta diresmikannya Proyek TMD AS-Australia yang dikritik oleh Cina, Rusia, dan Uni Eropa berpotensi memicu kompetisi pembangunan senjata (nuklir) di kawasan merupakan indikasi berlanjutnya politisasi diskursus terorisme.
	Pemerintah Indonesia perlu menyikapi perubahan lingkungan strategis global maupun perubahan kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia, secara proporsional serta mencari ‘kesamaan’ untuk dieksploitasi sebagai bentuk kerjasama yang dapat mengakomodasikan kepentingan bersama maupun kepentingan nasional masing-masing, sesuai dengan realitas politik lingkungan yang ada..
	Berdasarkan uraian dan teori-teori yang telah dibahas, penulis mencoba mengemukakan asumsi sebagai berikut:
1. Hubungan Bilateral antara Indonesia-Australia mengalami pasang surut sejak tahun 1945 sampai sekarang.
2. Kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Australia semakin terintegrasi dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat.
3. Kondisi Ekonomi, Sosial, serta Politik Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi Australia.
4. Australia semakin mereposisi diri terhadap kawasan Asia Pasifik pada khususnya dan Dunia pada umumnya.

2. Hipotesis





















Variabel Bebas:Hubungan Bilateral RI-Australia 	1. Perkembangan hubungan kedua negara sejak tahun 1945 sampai sekarang.2. Sikap Indonesia dan Australia terhadap perkembangan/perubahan kawasan Asia Pasifik	1. Data-data tentang Perkembangan hubungan kedua negara sejak tahaun 1945 sampai sekarang.2. Data-data tentang Sikap Indonesia dan Australia terhadap perkembangan/perubahan kawasan Asia Pasifik.







4. Skema Kerangka Teoritis 




E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.	Tingkat Analisis
a.	Analisis Induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yan lebih tinggi.

2.	Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analitis.
a.	Metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tersebut.
b.	Metode historis analitis, yaitu metode penelitian yan menghasilkan metode pemecahannya yan ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian in digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.

3.	Teknik Pengumpulan Data











F. Lokasi dan Lamanya Penelitian
1. Lokasi Penelitian
a.	Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 73-75 Jakarta.
b.	Center For Strategic International Studies (CSIS)
Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta.
c.	Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Departemen Luar Negeri RI
Jl. Taman Pejambon No. 4 (ex-BP7) Jakarta Pusat
d.	Kedutaan Besar Australia
	Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. C 15-16 Kuningan, Jakarta Selatan.
e.	Pusat Informasi Kompas
Jl. Palmerah Selatan No. 23-28 Jakarta
f.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi)
Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta
2. Lamanya Penelitian





























G. Sistematika Penulisan  
BAB II  	HUBUNGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN 
Bab ini menguraikan tentang hubungan antara Indonesia dan Australia dalam masalah-masalah politik dan kemanan yang terjadi dalam kawasan Asia Pasifik.
BAB III	ASIA PASIFIK DALAM KONTEKS KEAMANAN
Bab ini dikhususkan untuk membahas perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dalam masalah-masalah keamanan.
BAB IV 	SIKAP, KEBIJAKAN DAN POSISI INDONESIA-AUSTRALIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK
Dalam bab ini akan dibahas sikap, kebijakan-kebijakan dan posisi Indonesia dan Australia dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.
BAB V  	KESIMPULAN
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